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PUTUSAN
NOMOR 0149/Pdt.G/2018/PA.Gsg

e Dl GAR DN A ol
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,
sebagai Penggugat;

melawan
Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,
sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara

Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Januari

2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih,

dengan Nomor : 0149/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 18 Januari 2018, telah

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat telah
menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :407/62/X/1998

Tertanggal 26 November 1998;
Hal. 1 dari 11 halaman Put. No.0149/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah milik orang tua Penggugat di Dusun VI Purwodadi RT. 005 RW.006
Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung
Tengah selama 1 tahun dan terakhir di kediaman milik bersama alamat
yang sama seperti diatas sampai dengan berpisabh;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3
orang anak yang bernama;

- Agus Riyan Saputra bin Siswoyo umur 18 tahun, sekarang dalam asuhan
Penggugat;

- Seli Agustin binti Siswoyo umur 15 tahun, sekarang dalam asuhan
Penggugat;

- Anisa Sholeha binti Siswoyo umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan
Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 yang lalu sudah tidak
harmonis sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan oleh:

a. Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anaknya
disebabkan oleh Tergugat lebih mementingkan diri sendiri, sehingga
yang mencukupi kebutuhan sehari—-sehari adalah Penggugat;

b. Tergugat ringan tangan dan bila marah sering berkata kasar yang tak
pantas didengar;

c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah
memiliki anak dari hasil perselingkuhan;

d. Tergugat suka bermain judi dan meminum-minuman beralkohol;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Desember tahun 2016 yang disebabkan oleh Penggugat
mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga
Penggugat menegur Tergugat untuk tidak melanjutkan hubungan terlarang
itu lagi namun Tergugat malah marah-marah dan pergi meninggalkan
Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak
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pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan
menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-
teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan
Tergugat tetap tidak diketahui;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan
untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat
berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan
Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan
perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Saniyah binti Sukimin);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Subsider :
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil —
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas Nomor :
0149/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 23 Februari

2018 melalui radio Denbang Bandar Jaya Lampung Tengah secara resmi dan
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patut yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati
Penggugat agar berpikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat
— Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saniyah yang aslinya
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor :
1802025609750002 tanggal 07 Agustus 2012, bukti P.1;
— Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo
Nomor : 407/62/X/1998 Tanggal 26 Nopember 1998, bukti P.2;

B. Saksi
1. Saksi 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,

tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat
sebagai suami sah Penggugat;

— Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
saksi dan terakhir di kediaman milik bersama sampai dengan berpisabh;

— Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak;
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— Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering
terjadi pertengkaran;

— Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

— Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dikarenakan
Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah
memiliki anak dari hasil perselingkuhan dan Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama,;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang
lebih 17 (tujuh belas) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama;

— Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat
namun hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

— Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat
sebagai suami sah Penggugat;

— Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat dan terakhir di kediaman milik bersama sampai
dengan berpisah;

— Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak;

— Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering
terjadi pertengkaran;

— Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
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— Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dikarenakan
Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah
memiliki anak dari hasil perselingkuhan dan Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang
lebih 17 (tujuh belas) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama;

— Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat
namun hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

— Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi,
kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
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berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil positanya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu
bukti P.1 berupa kediaman Penggugat dan P.2 yang menujukkan hubungan
Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup
dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang
nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah
memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledeg en bindende bewijs kracht) karena tidak ada
bukti lain (tegen bewijs) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1
dan P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan
kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri
dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan
telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat
dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh
sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo,
karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum
(persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan
pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang
Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.

pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan
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mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga
mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan
upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai
posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 (lima) adalah fakta dan posita angka
6 (enam) Penggugat tentang adanya pencarian keberadaan Tergugat, sehingga
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Oktober 1998;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan
Januari 2015 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat
mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (gangguan pihak ketiga);

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Desember 2016 yang lalu;

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga
sekarang tidak pernah kembali, tidak ada kabar dan tidak diketahui

alamatnya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal,
4. Bahwa Tergugat telah dicari keberadaannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Quran surat ar-Ruum ayat 21 :
das 5 Baga aSin Jan g gl ) 53l Ll g ) aSwudl) (pa AT (318 O ASL) ey

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu
pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-

Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :
had Gila e anie il )0

“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan

kemaslahatan”:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Gunung
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Sugih diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai
Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan Perundang-
undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan

perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 336.000,00
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal
28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1439 Hijriyah
oleh kami H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Aziz
Mahmud Idris, S.H.l dan Sobari, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1439
Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
didampingi oleh Tuti Alawiyah, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota Ketua Majelis
Dto. Dto.
Aziz Mahmud Idris, S.H.I. H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Dto.
Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dto.
Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 245.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 336.000-
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